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PEMERINTAH KOTA PADANG

DINAS PENDIDIKAN

«TEMPAT_TUGAS»
«ALAMAT»

TA

: 2015

Nomor Bukti
:


Mata Anggaran
: 
KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari
:  Kepala  SMP «TEMPAT_TUGAS»



   Kota Padang 
Jumlah Uang

:  Rp. 900.000,-
Terbilang

:  Sembilan ratus  ribu rupiah
Untuk Pembayaran
:
Transport + Konsumsi + Akomodasi (Lumpsum) Peserta dalam rangka mengikuti Pelaksanaan Pelatihan Pengelolaan Dana BOS Tingkat Sekolah Tahun Anggaran 2015 yang dilaksanakan tanggal 11 s.d 13 November 2015
Yang membayar




 
Padang,                               2015. 


Kepala SMP «TEMPAT_TUGAS»



Yang Menerima,

Kota Padang








«NAMA»
NIP.







NIP.«NIP»
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	PEMERINTAH KOTA PADANG

DINAS PENDIDIKAN

«TEMPAT_TUGAS»
«ALAMAT»


DAFTAR PENGELUARAN RIIL

(PELAKSANAAN PELATIHAN PENGELOLAAN DANA BOS TINGKAT SEKOLAH)

Yang bertanda tangan dibawah ini :


  Nama
:  «NAMA»   





(Diisi nama Peserta)

  NIP
:  «NIP»
Jabatan
:  «JABATAN_DINAS»nsi Sumater Barat

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) tanggal ........................ Nomor : ....................... ,dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :
1. Biaya Bantuan Sosial Pelatihan BOS dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

	No
	Uraian
	Jumlah

	1
	Transport + Konsumsi + Akomodasi (Lumpsum) Peserta mengikuti 
	Rp.       900.000,-

	
	Pelatihan  Pengelola  Dana BOS Tingkat Sekolah
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	Jumlah
	Rp.      900.000,-


2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 diatas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan pelatihan dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

   Mengetahui/menyetujui





Padang,                                 2015
   Kepala SMP «TEMPAT_TUGAS»




Pelaksana SPD,
   Kota Padang







      







«NAMA»
      NIP. 






NIP. «NIP»
LAMPIRAN II


PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA


NOMOR 190/PMK.05/2012


TENTANG 


TATA CARA PEMBAYARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA








LAMPIRAN IX


PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA


NOMOR 113/PMK.05/2012


TENTANG


PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP











